BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dalam rangka memfokuskan pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Instruksi Presiden ini antara lain ditujukan kepada seluruh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program : 
(1) Pro Rakyat (pro poor). Untuk pelaksanaan program ini, difokuskan pada 3 (tiga) hal yang meliputi : 
(a). Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga ; 
(b). Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ; dan 
(c). Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
(2)  Keadilan untuk Semua (justice for all) ; dan
(3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs : Millenium Development Goals). 
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, menyeluruh guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya diperlukan penajaman penanggulangan kemiskinan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektifitas anggaran.
Selain hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlu pula dilakukan penguatan kelembagaan secara berjenjang, mulai di tingkat Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam rangka penajaman penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan,  telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan, yang di dalamnya antara lain mengatur pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Pusat, tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Mendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 460/84/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus.
Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Kudus dalam menjalankan amanat Perpres maupun Permendagri tersebut, maka disusun LAPORAN KINERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013.

1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja TKPK Kabupaten Kudus ini adalah :
a. Memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Kudus dan pelaksanaan koordinasi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
b. Memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
c. Merumuskan saran / masukan dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja organisasi TKPK Kabupaten Kudus untuk pelaksanaan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan.

1.3. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan; 
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional  Tahun 2010;  
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;  
15. Peraturan Daerah  Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005 –2025; 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2008–2013; 
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2013; 
18. Keputusan Bupati Kudus Nomor : 460/84/2013, Tanggal 3 April 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus.
 

1.4. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja TKPK Kabupaten Kudus  Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini berisikan : Latar Belakang,  Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan Laporan.	
Bab II : Gambaran Umum 
Bab ini berisikan Kondisi Umum, Data Jumlah Penduduk Miskin, Perubahan Garis Kemiskinan serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
Bab III : Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang menyangkut Kebijakan Kemiskinan, Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, Jenis-Jenis dan Sumber Dana Program Penanggulangan Kemiskinan, serta Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Bb IV  : Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Bab ini berisi catatan-catatan yang berkaitan dan mengenai Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Kudus, Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penangulangan Kemiskinan, Pelaksanaan Kegiatan/Agenda Tahun 2013. 
Bab V : Penutup
Bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi serta Saran yang bermanfaat dari hasil kinerja Tahun 2013.
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